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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 35/M-DAG/PER/11/2011       /M-DAG/ 

TENTANG 
KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rotan secara 
berkesinambungan dan menjaga ketersediaan 
bahan baku bagi industri produk rotan serta 
mendukung peningkatan ekspor produk industri 
rotan, perlu dilakukan pengaturan mengenai 
ketentuan ekspor rotan dan produk rotan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan; 

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 
(Staatsblad 1938 Nomor 86); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
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2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 
tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4206); 

7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 
tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab 
Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan 
Luar Negeri; 

8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Kebijakan Industri Nasional; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 
II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 77 Tahun 2011; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 
tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
01/M-DAG/PER/1/2007; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

